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bahwa da lam rangka penyelenggaraan kepemerintahan 
yang baik, bersih dan bebas dar i korups i , ko lus i dan 
nepotisme d i L ingkungan Pemerintah Bupat i Pacitan, 
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kahupaten Pacitan; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupat i 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupat i Pacitan Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Grati f ikasi 
d i L ingkungan Pemerintah Kahupaten Pacitan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kahupaten d i dalam 
L ingkungan Provinsi Jawa T imur sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dar i 
Korupsi , Ko lus i dan Nepotisme; 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan T indak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i , t e rakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 T a h u n 2019; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa 
ka l i , t e rakhi r dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang .'^paratur 
Sipi l Negara; 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 
Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian In te rn Pemerintah; 



9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Dis ip l in Pegawai Negeri Sipi l ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi ; 

11 . Peraturan Menter i Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi B i rokras i Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bersih Dar i Korups i Dan Wilayah Birokras i Bersih dan 
Melayani d i L ingkungan Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 
Tahun 2019 tentang Pelaporan Grat i f ikasi ; 

13. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomo 22 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengendalian Grati f ikasi d i L ingkungan 
Pemerintah Kahupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRAT IF IKAS I DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan da lam Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengendalian Grat i f ikasi d i L ingkungan Pemerintah 
Kahupaten Pacitan d iubah sebagai b e r i k u t : 
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal I berbunyi : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i Pacitan i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kahupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kahupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahupaten Pacitan. 
5. Pejabat/Pegawai Kahupaten Pacitan yang selanjutnya disebut 

Pejabat/Pegawai adalah Bupa t i Pacitan, Waki l Bupa t i Pacitan, Aparatur 
Sipi l Negara, Galon Aparatur S ip i l Negara, Dewan Pengawas BUMD, 
Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja u n t u k dan atas 
nama Pemerintah Kahupaten Pacitan. 

6. Komisi Pemberantasan Korups i yang selanjutnya dis ingkat KPK adalah 
lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang 
me lakukan pemberantasan t indak p idana korups i , yang d ibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan T indak Pidana Korupsi . 

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya dis ingkat PD adalah sekretariat, 
inspektorat , badan, dinas, biro dan kantor d i l ingkungan Pemerintah 
Kahupaten Pacitan. 

8. Badan Usaha Mi l i k Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUMD adalah 
Badan Usaha M i l i k Daerah yang d id i r i kan oleh Pemerintah Daerah 
Kahupaten Pacitan, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perse roan 
Terbatas. 



9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Kahupaten Pacitan yang 
merupakan u n s u r pengawas penyelenggaraan pemer intahan daerah. 

10. Un i t Pelaksana Teknis yang se lanjutnya dis ingkat UPT adalah Unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. 

11 . Grat i f ikasi adalah pemberian dalam ar t i luas, y akn i uang, barang, rabat 
(discount), komis i , p in jaman tanpa bunga, t iket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
la innya, ba ik yang d i ter ima d i da lam negeri m a u p u n d i luar negeri, yang 
d i l akukan dengan menggunakan sarana e lektronik atau tanpa sarana 
elektronik. 

12. Pengendalian Grat i f ikasi adalah sua tu sistem yang ber tu juan u n t u k 
mengendal ikan pener imaan grati f ikasi secara t ransparan dan akuntabel 
mela lu i serangkaian kegiatan yang mel ibatkan part is ipasi ak t i f badan 
pemer intahan, dun ia usaha dan masyarakat u n t u k membentuk 
l ingkungan pengendalian grati f ikasi . 

13. Un i t Pengendalian Grat i f ikasi Kahupaten Pacitan yang selanjutnya 
dis ingkat UPG Kahupaten Pacitan adalah u n i t kerja yang 
bertanggungjawab u n t u k menja lankan fungsi pengendalian grati f ikasi 
d i l ingkungan Pemerintah Kahupaten Pacitan. 

14. Pemberi adalah para p ihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan 
h u k u m atau lembaga yang member ikan grati f ikasi kepada penerima 
grati f ikasi . 

15. Formul i r Pelaporan Grat i f ikasi adalah lembar is ian yang d i te tapkan oleh 
KPK dalam ben tuk e lektronik a tau non e lektronik u n t u k melaporkan 
Penerimaan Grati f ikasi . 

Ib.Pelapor Grat i f ikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah 
Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak 
grati f ikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau mela lu i UPG. 

17. Pegawai Negeri adalah me l iput i : 
a. pegawai negeri sebagaimana d imaksud da lam Undang-Undang tentang 

Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipi l Negara; 
b. pegawai negeri sebagaimana d imaksud dalam Kitab Undang-Undang 

H u k u m Pidana; 
c. orang yang mener ima gaji a tau upah dar i keuangan negara atau daerah; 
d. orang yang mener ima gaji a tau u p a h dar i suatu korporasi yang 

mener ima ban tuan dar i keuangan negara atau daerah; a tau e. orang 
yang mener ima gaji a tau upah dar i korporasi la in yang mempergunakan 
modal a tau fasilitas dar i negara a tau masyarakat. 

18. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menja lankan fungsi 
eksekutif , legislatif, a tau yudikat i f , dan pejabat l a in yang fungsi dan 
tugas pokoknya berka i tan dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

19. Konf l ik kepentingan adalah kondis i dar i Pejabat/Pegawai yang pa tu t 
diduga memi l i k i kepent ingan pr ibad i dan dapat mempengaruhi 
pelaksanaan tugas a tau kewenangannya secara t idak patut . 

20. Kedinasan adalah se luruh akt iv i tas resmi Pejabat/Pegawai da lam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya . 

2 1 . Ber laku u m u m adalah sua tu kond is i ben tuk pemberian yang 
d iber lakukan sama da lam ha l jen is , bentuk , persyaratan atau n i la i 
u n t u k semua peserta dan memenuh i pr ins ip kewajaran. 



22. Rekan kerja adalah sesama pegawai d i l ingkungan internal instansi d i 
mana terdapat interaks i langsufig terkai t kedinasan. 

23. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah n i l a i t u k a r va luta asing dengan 
mata uang Rupiah yang d idapatkan dar i rata-rata k u r s j u a l dan k u r s beli 

( ) pada b a n ter tentu. 

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi : 

Pasal 3 

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak grati f ikasi yang d ike tahui sejak 
awal berhubungan dengan jabatannya dan ber lawanan dengan 
kewajiban atau tugasnya, me l iput i Gratifikasi yang diterima: 
a. terka i t dengan pemberian layanan pada masyarakat d i luar 

penerimaan yang sah; 
b. terka i t dengan tugas da lam proses penyusunan anggaran d i luar 

penerimaan yang sah; 
c. t e rka i t dengan tugas da lam proses pemeriksaan, audi t , moni tor ing 

dan evaluasi d i luar penerimaan yang sah; 
d. terka i t dengan pelaksanaan perjalanan dinas d i luar penerimaan 

yang sah/resmi dar i Pemerintah Kahupaten Pacitan 
e. da lam proses pener imaan/promosi/mutas i pegawai; 
f. da lam proses komunikas i , negosiasi dan pelaksanaan kegiatan 

dengan p ihak la in terkai t dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya; 

g. sebagai ak ibat dar i perjanj ian ker jasama/kontrak/kesepakatan 
dengan p ihak la in ; 

h . sebagai ungkapan ter ima kas ih sebelum, selama atau setelah proses 
pengadaan barang dan jasa; 

i . merupakan had iah a tau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu 
selama kun jungan dinas; 

j . merupakan fasilitas enterta inment, fasilitas wisata, voucher oleh 
Pejabat/Pegawai da lam kegiatan yang terkai t dengan pelaksanaan 
tugas dan kewaj ibannya dengan pemberi grati f ikasi yang t idak 
relevan dengan penugasan yang d i ter ima; 

k. da lam rangka mempengaruhi keb i jakan/keputusan /per lakuan 
pemangku kewenangan; dan 

1. da lam pelaksanaan pekerjaan yang terkai t dengan jabatan dan 
bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai. 

(2) Setiap Pejabat/Pegawai d i larang member ikan grati f ikasi kepada 
Pegawai Negeri a tau Penyelenggara Negara la innya yang berhubungan 
dengan j aba tan dan ber lawanan dengan kewajiban atau tugasnya 

3. Pasal 4 dihapus. 
4. Kateatuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi : 

P a s a l 5 

(1) Pegawai Negeri a tau Penyelenggara Negara wajib melaporkan 
penerimaan dan/atau penolakan Grat i f ikasi atas pemberian yang 
berhubungan dengan j aba tan dan ber lawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. 



(2) Pelaporan Grat i f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ikecual ikan terhadap jen is Grat i f ikasi sebagai ber ikut ; 
a. pemberian dalam keluarga ya i tu kakek/nenek, bapak/ ibu/mertua , 

suami/ is t r i , anak/menantu , anak angkat/wal i yang sah, cucu , 
besan, paman/bib i , kakak/ad ik/ ipar , sepupu dan keponakan, 
sepanjang t idak terdapat konf l ik kepentingan; 

b. k eun tungan atau bunga dar i penempatan dana, investasi a tau 
kepemi l ikan saham pr ibad i yang ber laku u m u m ; 

c. manfaat dar i koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang 
sejenis berdasarkan keanggotaan, yang ber laku u m u m 

d. perangkat a tau perlengkapan yang d iber ikan kepada peserta da lam 
kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, 
pe lat ihan, a tau kegiatan sejenis, yang ber laku u m u m ; 

e. had iah t idak da lam bentuk uang a tau alat t u k a r lainnya, yang 
d imaksudkan sebagai alat promosi a tau sosialisasi yang 
menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang t idak memi l ik i 
konf l ik kepent ingan dan ber laku u m u m ; 

f. had iah , apresiasi a tau penghargaan dar i kejuaraan, perlombaan 
a tau kompet is i yang d i i k u t i dengan biaya sendir i dan t idak terkai t 
dengan kedinasan; 

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada ka i tannya 
dengan peningkatan prestasi kerja yang d iber ikan oleh pemer intah 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

h . had iah langsung/undian, d iskon/rabat , voucher, po int rewards, 
a tau suvenir yang ber laku u m u m dan t idak terkai t kedinasan; 

i . kompensasi a tau honor atas profesi d i luar kegiatan kedinasan yang 
t idak terkai t dengan tugas dan kewajiban, sepanjang t idak terdapat 
kon f l ik kepent ingan dan t idak melanggar peraturan/kode et ik 
pegawai/pejabat yang bersangkutan; 

j . kompensasi yang d i ter ima terka i t kegiatan kedinasan seperti 
honorar ium, transportas i , akomodasi dan pembiayaan yang telah 
d i te tapkan da lam standar biaya yang ber laku d i instansi penerima 
Grat i f ikasi sepanjang t idak terdapat pembiayaan ganda, t idak 
terdapat konf l ik ben turan kepent ingan, dan t idak melanggar 
ke tentuan yang ber laku d i ins tans i penerima; 

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diber ikan dalam acara seperti 
per tunangan, pern ikahan, ke lah i ran, kemat ian, ak ikah , baptis, 
kh i t anan , potong gigi, a tau upacara adat/agama la innya, pisah 
sambut , pens iun, promosi j aba tan ; 

1. pemberian terka i t dengan per tunangan, pern ikahan, ke lahiran, 
ak ikah , baptis, kh i t anan , potong gigi, a tau upacara adat/agama 
la innya dengan batasan n i l a i sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu j u t a 
rupiah) setiap pemberi ; 

m. pemberian terka i t dengan mus ibah a tau bencana yang dia lami oleh 
d i r i penerima Grat i f ikasi , suami , i s t r i , anak, bapak, i bu , mertua, 
dan/atau menantu penerima Grat i f ikasi sepanjang t idak terdapat 
konf l ik kepentingan, dan memenuh i kewajaran atau kepatutan; 

n . pemberian sesama rekan kerja da lam rangka pisah sambut, 
pens iun, mutas i j aba tan , a tau u lang t a h u n yang t idak dalam bentuk 
uang atau alat t u k a r la innya pal ing banyak senilai Rp. 300.000,00 
(tiga ra tus r i b u rupiah) setiap pemberian per orang, dengan tota l 
pemberian t idak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu j u t a rupiah) da lam 
1 (satu) t a h u n dar i pemberi yang sama, sepanjang t idak terdapat 
konf l ik kepent ingan 

o. pemberian sesama rekan kerja yang t idak da lam bentuk uang atau 
alat t u k a r la innya, dan t idak terka i t kedinasan pal ing banyak senilai 
Rp. 200.000,00 (dua ra tus r i b u rupiah) setiap pemberian per orang. 



dengan tota l pemberian t idak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu j u t a 
rupiah) da lam 1 (satu) t a h u n dar i pemberi yang sama; 

p. pemberian berupa hidangan a tau sajian yang berlak 11 u m u m ; dan 
q. pemberian cendera mata/p lakat kepada instans i da lam rangka 

h u b u n g a n kedinasan dan kenegaraan, baik d i dalam negeri m a u p u n 
luar negeri sepanjang t idak d iber ikan u n t u k ind iv idu pegawai negeri 
a tau penyelenggara Negara. 

(3) Dalam ha l Pejabat/Pegawai mener ima grati f ikasi yang t idak dapat 
d i to lak sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) berupa makanan 
dan/atau m i n u m a n yang m u d a h b u s u k atau rusak, penerima 
grati f ikasi wajib menyampaikannya kepada UPG u n t u k selanjutnya 
d i sa lurkan sebagai ban tuan social. 

Ketentuan ^a lam Pasal 7 diubafa, sehingga Pasal 7 berbunyi : 

Pasal 7 

(1) Pelaporan Grat i f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
dengan cara: 
a. d isampaikan kepada KPK pal ing lambat 30 (tiga puluh) har i kerja 

sejak Grat i f ikasi d i ter ima/di to lak; a tau 
b. d isampaikan kepada KPK mela lu i UPG dalam jangka w a k t u pal ing 

lama 10 (sepuluh) ha r i kerja sejak Grat i f ikasi d i ter ima/dito lak. 
(2) UPG sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a wajib meneruskan 

laporan Grat i f ikasi kepada KPK da lam w a k t u pal ing lama 10 (sepuluh) 
ha r i kerja sejak tanggal laporan Grat i f ikasi d i ter ima. 

(3) Laporan Grat i f ikasi sebagaimana d imaksud ayat (1) dianggap lengkap 
apabi la sekurang-kurangnya memuat : 
a. identi tas Pelapor berupa Nomor I n d u k Kependudukan, nama, 

a lamat lengkap, dan nomor telepon; 
b. in formasi pemberi Grat i f ikasi ; 
c. j aba tan Pelapor Grat i f ikasi ; 
d. tempat dan w a k t u penerimaan Grat i f ikasi ; 
e. u ra i an jen is Grat i f ikasi yang d i ter ima/dito lak; 
f. n i l a i Grat i f ikasi yang d i ter ima/di to lak; 
g. kronologis perist iwa penerimaan/penolakan Grati f ikasi ; dan 
h . b u k t i , dokumen, a t au data p endukung terkai t laporan Grati f ikasi . 

(4) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan dalam 
bentuk ter tu l is , surat e lektronik, a tau apl ikasi sesuai dengan 
mekanisme yang ber laku. 

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
d i laksanakan sesuai pedoman pelaporan Grati f ikasi KPK. 

(6) Penetapan status kepemi l ikan Grat i f ikasi d i te tapkan oleh KPK berupa: 
a. Grat i f ikasi m i l i k penerima; a tau 
b. Grat i f ikasi m i l i k Negara. 

(7) Terhadap Grat i f ikasi yang te lah d i te tapkan berstatus mi l i k negara, 
UPG men indak lan ju t i dengan ha l -ha l sebagai ber ikut : 
a. apabi la pelaporan Grat i f ikasi te lah disertai dengan penyerahan 

uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar 
uang dan/atau barang tersebut d i sa lurkan sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan; 

b. apabi la pelaporan Grat i f ikasi t idak disertai dengan penyerahan 
uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan 
Grat i f ikasi secara langsung kepada KPK atau mela lui UPG; dan 

c. penyerahan Grat i f ikasi sebagaimana d imaksud pada h u r u f b, 
sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib d isampaikan 
pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i kerja sejak d i ter ima Surat Keputusan 
Penetapan Kepemil ikan Grat i f ikasi oleh pelapor 



(8) Terhadap Grat i f ikasi yang telah d i te tapkan berstatus m i l i k penerima, 
UPG men indak lan ju t i dengan ha l -ha l sebagai ber ikut ; 
a. apabi la pelaporan te lah disertai dengan penyerahan uang 

dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor u n t u k 
dapat mengambi l kembal i uang dan/atau barang d i kantor UPG 
atau kantor KPK dengan membawa b u k t i Surat Keputusan 
Penetapan Kepemil ikan Grat i f ikasi ; dan 

b. apabi la pelaporan t idak disertai dengan penyerahan uang 
dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor 
per ihal status kepemi l ikan Grat i f ikasi bahwa uang dan/atau 
barang tersebut dapat d imanfaatkan oleh pelapor. 

(9) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana d imaksud pada ayat (8) 
h u r u f a t idak d iambi l oleh pelapor da lam jangka w a k t u pal ing lama 1 
(satu) t a h u n sejak Grat i f ikasi d i te tapkan m i l i k penerima, objek 
Grat i f ikasi d iserahkan kepada Negara u n t u k kemanfaatan pub l ik 
setelah d i in formasikan kepada pelapor secara patut . 

(10) Terhadap Grat i f ikasi yang berstatus m i l i k negara, UPG berkoordinasi 
dengan KPK. 

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya 
berbunyi : 

Pasal 10 

UPG mempunya i tugas berupa ; 
a. menerima, menganalisis, dan mengadministras ikan laporan 

penerimaan Grat i f ikasi dar i Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, 
a tau pejabat pub l i k la innya; 

b. mener ima dan mengadminis t ras ikan laporan penolakan Grati f ikasi , 
da lam ha l Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat pub l i k 
la innya melaporkan penolakan Grati f ikasi ; 

c. meneruskan laporan penerimaan Grat i f ikasi kepada Komisi ; 
d. melaporkan rekapi tu las i laporan penerimaan dan penolakan 

Grat i f ikasi secara periodik kepada Komisi ; 
e. menyampaikan basi l pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan 

Grat i f ikasi dan usu lan kebi jakan Pengendalian Grati f ikasi kepada 
p imp inan instans i masing-masing; 

f. me lakukan sosialisasi ke tentuan Grat i f ikasi kepada p ihak internal dan 
eksternal ins tans i pemer intahan, badan usaha m i l i k negara, dan 
badan usaha m i l i k daerah; 

g. me lakukan pemel iharaan barang Grat i f ikasi sampai dengan adanya 
penetapan status barang tersebut; dan 

h . me lakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian 
Grati f ikasi . 



7. Pasal 11 dihapus 
8. Pasal 12 ayat 2 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi : 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan 
kewajiban UPG d i te tapkan dalam pe tun juk teknis Inspektur Kabupaten 
Pacitan selaku ke tua UPG. 

Pasal I I 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku sejak tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan perundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penetapannya da lam Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 13 - 1 - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 13 - 1 - 2021 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 18 


